s

BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR _2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang Bupati menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor §57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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10.

11,

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);
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16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 4% Tahun 2008 tentang
Pendanaan  Pendidikan  (Lembaran Negara Rzpum.;
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4B64), whagaimana mZaI":
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tzhun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51653);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3333)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);



ro
%]

ro
[#1]

V]
~1

28.

29.

30.

31.

32.

33.

. Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);



34.

36.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 138);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 204);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara
Nomor 125);
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Peraturan  Daerah  Kabupaten Lampung Utara  Nomor
3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun

2023 Nomor 3),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan
BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
Neraca

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

@oe Qe TP

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan

Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a

Peraturan ini untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a Pendapatan-LRA Rp. 1.620.698.140.959,74
b. Belanja-LRA Rp. 1.585.612.203.978,40
c. Surplus/(defisit)-LRA 35.085.936.981,34
d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 21.554.484.596,23
- Pengeluaran Rp. 28.381.540.708,00
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 28.258.880.869,57
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.110.801.817.294,26

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih Lebih /(Kurang) Rp.

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih Lebih /(Kurang) Rp.

1.731.499.958.254,00
1.620.698.140.959,74
110.801.817.294,26

Rp.139.419.960.680,60

1.725.032.164.659,00
1.585.612.203.978,40
139.419.960.680,60




(1) Selisih angearan dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar
Rp 2RO 143.086,34 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. 6.467.793.595,00
b. Realisasi Rp. 35.085.936.981,34
Selisih Lebih /(Kurang) Rp. (28.618.143.386,34)

(4) Selisih  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.359.262.516,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran  penerimaan pembiayaan setelah Rp. 21.913.747.113,00
perubahan

b. Realisasi Rp. 21.554.484.596,23

Selisih Lebih /(Kurang) Rp. 359.262.516,77

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.00,00
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 28.381.540.708,00

perubahan
b. Realisasi Rp. 28.381.540.708.,00

Selisih Lebih /(Kurang) Rp. 00,00

(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.359.262.516,77
dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran  pembiayaan  netto  setelah Rp. (6.467.793.595,00)

perubahan
b. Realisasi Rp. (6.827.056.111,77)

Selisih Lebih /(Kurang) Rp. 359.262.516,77

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2023 sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 21.913.747.112,74

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp. 21.554.484.596,23
Tahun Berjalan

3. Sub Total Rp. 359.262.516,51

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 28.258.880.869,57
(SiLPA/SiKPA)

S. Sub Total Rp. 28.618.143.386,08

6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp. (359.262.516,51)
Sebelumnya

7. Lain-lain Rp. -

8. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 28.258.880.869,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp. 2.566.894.912.765,95
b. Jumlah kewajiban Rp. 223.358.095.639,28
c. Jumlah ekuitas Rp. 2.343.536.817.126,67



Pasal 6
Faporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oayat (1) hueal o seboga)
ekt

a Pendapatan Operasional Rp.  LASONTT.567. 727 486
I Neban Operasi Rp.  1.125.833.959,258,50
v Reban Transfer Rp. 125.006,001,2948,00
Jumlah Beban Rp. 1LABS.883.770.981,32
Pos Luar Biasa
e. Surplus/(Defisit) Operasional Rp. (35.706.202.653,46)
Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

(1) Kenaikan pendapatan operasional senilai Rp.32.685.290.684,70 atau sebesar
2,31% dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional Tahun 2023 Rp. 1.450.177.567.727,86
b. Pendapatan Operasional Tahun 2022 Rp. 1.417.492.277.043,16
Kenaikan/Penurunan  Rp. 32.685.290.684,70

(2) Penurunan beban operasional senilai Rp.1.218.505.510,68 atau sebesar (0,11)%
dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Operasional Tahun 2023 Rp. 1.125.833.959.258,50
b. Beban Operasional Tahun 2022 Rp. 1.127.052.464.769,18
Kenaikan/Penurunan Rp. (1.218.505.510,68)

(3) Penurunan Surplus/Defisit operasional senilai Rp.490.239.681,86 atau sebesar
(1,39%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit dari operasi 2023 Rp. (35.706.202.653,46)
b. Surplus/Defisit dari operasi 2022 Rp. (35.215.962.971,60)
Kenaikan/Penurunan Rp. (490.239.681,86)

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp. 21.915.301.743,74
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 191.697.212.030,34
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (156.611.275.049,00)
aset non-keuangan
d. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. (28.381.540.708,00)
pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. -
f. Koreksi saldo awal PFK BUD
Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp. 28.264.464.345,57
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai
berikut:

1. Ekuitas Awal Rp. 2.340.628.575.343,41
2. Surplus/Defisit - LO Rp. (35.706.202.653,46)
3. Dampak kumulatif perubahan Rp. -

kebijakan/Kesalahan mendasar

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SiLPA/SiKPA)
5. Koreksi Nilai Persediaan Rp. $
6. Selisih Revaluasi Tetap Rp. s
7. lLain-lain Rp. 38.614.444.436,72
8. Ekuitas Akhir Rp. 2.343.536.817.126,67



Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

g el o o o o

13

12.

13.
14.
15.
16.
17:
18.
19.

20.

Lampiran |
Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran Il
Lampiran III
Lampiran [V
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA terdiri atas:
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan,;

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

: Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan danz

pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah,;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan daerah terdiri atas:

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati lentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Peloksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal ,? A?U‘M 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI
Diundangkan di Kotabumi
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JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
N INTAHAN
—— URUSAY ;L\l[lll TAHA
MERAR ANGGARAN SETELAH —— » &
PERUBAHAN
1 2 3 4 s ¢
| roemssenome |52 BELANJA MODAL IL60 0NN s Qs e
Belasja Modal
| reiomemimm |s202 s 1560000000 009
» . e S 35.600.900.00 ¢
' R:.?u PEMERINTANAR 3748113000 616401575900 o 4
w1 KESATUAN BANGSA DAN 1451138300 I164018753.00 oansaun) 9
POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA
so | 0100009001000 7.114311.353.09 16491575909 sa7s62400)| 9744
DAN POLITIK s e g
a0 | soiomomoroom s BELANJA DAERAH 371431138399 36164015.759.00 osamsa0| M
801 | 2010000001000 |51 BELANJA OPERASI 37.000.029.753.00 36164.015.759,00 ®601399400) 97,74
801 | so10m0000100m |51 Belanja Pegawai 2.735372.066,00 2647217319,00 suisrr| %67s
801 | 201000000010000 [5.002 ‘ ::"’ Barang das 1.860.784.097,00 1.145.429.840,00 msaseasron| 6156
801 | 2010000001000 [s.10s Belanja Hibah 32.403.573.590.00 32.371.363.600,00 G25049%,00)| 9990
801 | 2010000001000 |52 BELANJA MODAL 114.781.630,00 : (11473163000 0,00
Belanja Modal
801 | 2010000000100 -
0 0 |s202 s, i IO 114.781.630,00 (114.781.630,00)| 0,00
SurplosDefisit 6.467.793.595,00 35.085.936.981,34 [28.618.143.386,00 sa247
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LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR H TAHUN 2024
TENTANQ : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)
NO URAIAN 2023 2022

1. Saldo Anggaran Lebih Awal 21.913.747.112,74 | 47.105.884.014,99
2. |Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 21.554.484.596,23 47.082.872.091,99
3. Sub Total (1 - 2) 359.262.516,51 23.011.923,00
4. |Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 28.258.880.869,57 21.913.747.112,74
S. Sub Total (3 + 4) 28.618.143.386,08 | 21.936.759.035,74
6. |Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (359.262.516,51) (23.011.923,00)
7. |Lain Lain - -
8. Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 28.258.880.869,57 | 21.913.747.112,74

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan

Pj. BUPATI PUNG UTARA,
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- Kenaikan
[}
Ne URAIAN e tird /Penurunan Tren
"pl ("pl "p) %)
84 |pEBAN TAX TERDUGA 769.000.000,00 6.067.008/000,00] 0.09%.808.006,0%)] a8 301
fa0) Peban Tak Terduga 769 000 DOO 0 6 K67 B0 000 00 (6 098 %08 (ll_)_,ou)i wug
‘:qum SURFLUS) DRFISTTDART OFRRASI I (98.706.202. 083,48)|  (38.218.962.971,00)  (490.209.681,86)] 1,39
SURPLUS / DEFISIT DARI REQIATAN NON —
OPERASIONAL
JUMLAN BURPLUS/ DEFISIT DARI KEQIATAN
NON OPERARIONAL . *
SURPLUS/ DEFISIT SERELUM POS LUAR DIASA (38.706.202.653,46) (35.218.962.971,60) (490.239.681,86) 1,39
LA DERAN LUAR BIASA ] _ ’ B 7_‘ S ~'_~——-—‘__ -——‘ 1
JUMLAH BERAN LUAR RIASA E i
SURPLUS/ DEFISIT . LO (35.706.202.653,46) (35.216.962.971,60) (490.239.6.!.'6)1 1,39

L Cumanan atas Lagoran Rewangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darnt laporan keuangan secara keseluruhan
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LAMPIRAN IV FERATURAN UAKRAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMON TAMUN JUZs

TENTANG FERTANGGUNGIAWARAN FELAREANAANY ANGOARAN FENTAPATAN
AN RELANIA DAERAN TANUN ANOGARAN J02)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah
NO URAIAN 2023 2022
1 2 3 4
1 |EKUITAS AWAL 2.340.628.575.343,41| 2.205.772.287.458,03
2 SURPLUS / DEFISIT - LO (35.706.202.653,46) (35.215.962.971,60)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan
Mendasar ¢ i
8 Koreksi Nilai Persediaan - 45.229.800,00
4 Selisih Revaluasi aset tetap - (0.87)
5 Lain Lain 38.614.444.436,72 170.027.021.057,85
EKUITAS AKHIR (1+2+3+4+5) 2.343.536.817.126,67| 2.340.628.575.343,41

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dan laporan keuangan secara keseluruhan

. BUPATI LAMPUNG UTARA,
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No| Akun Uralan o s
Rp Rp
1 2 3 4 5

54]1.5.05.01 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (1.933.293.305,00) (1.933.293.305,00
55/1.5.06.01 Akumulasi Penyusutan Aset lainnya (26.012.509.966.32) (5.962.116.047.32)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 3.004.483.000,00 3.278.357.098,00
56 Jumlah Aset Lainnya (49 s/d 55) 87.205.849.391,28 86.222.571.078,28
57 JUMLAH ASET (23+35+44+47+56) 2.566.894.912.765,95 2.563.495.081.628,54
58 (2 KEWAJIBAN
59/3.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
60(2.1.01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.583.476,00 1.554.631,00
61(2.1.02 Ut‘ns Bung- - &
6212.1.04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 31.405.317.136,00 -
63[2.1.05 Pendapatan Diterima Dimuka 1.051.161.871,57 936.438.621,55
64 102.01.06 Utang Belanja 125.061.603.061,71 96.307.225.094,58
65(2.1.07 Utang Jangka Pendek Lainnya s =
66 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60 s/d 65) 157.523.665.545,28 97.245.218.347,13
67 |2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
6812.2.01 Utang kepada Pemerintah Pusat 2.239.999.999,00 4.479.999.999,00
69(2.2.02 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) s z
70[2.2.03 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 63.594.430.09500 | 121.141.287.939,00
7112.2.04 Utang kepada Masyarakat -
72 . _"’:"“"“ RS 65.834.430.094,00 |  125.621.287.938,00
73 JUMLAH KEWAJIBAN (61+69) 223.358.095.639,28 222.866.506.285,13
74 |3 EKUITAS
7513.1 Ekuitas 2.343.536.817.126,67 2.340.628.575.343.41
76 JUMLAH EKUITAS (72) 2.343.536.817.126,67 2.340.628.575.343,41
77 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (70+73) 2.563.495.081.628,54

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dani laporan k

£

2.566.894.912.765,95

secara l
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NO URAIAN 2022 2022
45 Arus Keluar Kas
406 Pembentikan Dana Cadangan —_— e S = S
47 | Perolehan atas Tanah - - o .
T Peivlehan atas Peralatan dan Mesin 15,008 .16.1».207,"06 o i7<§o‘55§35535
" Perolehan atas Uedung dan Dangunan I4.24H,462.655.00_ ‘ _' N 3516I6f2ﬁm
50 Perolehan atas Jalan, liigasi dan Jaringan 95927 a1 5]70,00 188.617.002.890,00
81| Perlehan Aset Tetap lainnya | 1213194.017,00 [ 9.265.525.900,00
82 | Perolehan Aset Lainnya o | 18700000000 .
83 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah o 3.562.600.000,00
54 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen |
88 _____Jumlah Arus Kas Keluar (45 s/d 54) 166.611.275.049,00 |  285.187.427.416,00
56 Arus Kas Bersih darl Ai:l‘v‘l-t;;llnvunll Non Keuangan (166.611.275.049,00)| (285.187.427.416,00)
5T ﬁnu Kas dari Aktivitas Pendanaan
58 mknn Masuk Kas
_59 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - -
_60 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - .
_61 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - a
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - 121.141.287.939,00
63 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - .
64 Penerimaan kembali Pinjaman Daerah . s
65 Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 64) -| 121.141.287.939,00
66 Arus Keluar Kas
67 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat 1.120.000.000,00 760.677.257,00
68 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya - -
69 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank - -
70 g‘:‘:“y“"" Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan| o, ¢, <40 708,00 6.908.016.789,00
71 Pembayaran Pinjaman dari masyarakat (Obligasi Daerah) - -
72 Penerimaan kembali Pinjaman Daerah - -
73 Jumlah Arus Kas Keluar (72 s/d 77) 28.381.540.708,00 7.668.694.046,00
74 Arus Kas Bersih darl Aktivita Pendanaan (70-84) (28.381.540.708,00) 113.472.593.893,00
75 |Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
| d 4 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 101.438.982.528,00 120.180.842.944,20
78 Penerimaan Koreksi - -
79 Jumlah Arus Masuk Kas (88 s/d 89) 101.438.982.528,00 120.180.842.944,20
80 Arus Keluar Kas
81 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 101.434.953.683,00 120.180.890.944,20
82 Pengeluaran Koreksi - 4.044.965,00
83 Jumlah Arus Keluar Kas (92s/d 93) 101.434.953.683,00 120.184.935.909,20
84 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (90-94) 4.028.845,00 (4.092.965,00)
85 Kenaikan/Penurunan Kas (35+62+91+101) 6.708.425.118,34 (25.173.217.944,25)
86 Koreksi saldo awal Kas - (23.011.923,00)
87 Saldo Awal Kas di BUD , Kas di Bendahara Pengeluaran 21.915.301.743,74 47.111.531.610,99
88 |, kas di JKN , kas di BLUD dan Kas di BOS : .
89 Saldo Akhir Kas (102+104+105) 28.623.726.862,08 21.915.301.743,74
90 Terdiri dari:
91 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah 15.124.444.846,45 16.839.236.628,71
92 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 34.589.232,00 86.550.397,00
93 Saldo Kas di BLUD 5.743.326.254,33 212.744.839,08
94 Saldo Kas di JKN 3 4.221.659.687,65
95 Saldo Kas di BOS 195.857.674,79 555.110.191,30
96 Setara Kas Lainnya 7.166.246.338,00 -
97 Saldo Akhir Kas (108 s/d 112) 28.264.464.345,57 21.915.301.743,74

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keselu!

Pj. BUPATI LA PUNG UTARA,

T

ASWARODI

429



No Kecamatan Luas Aroa (Ha) » L::;“?:.r::‘dop Kolu:::'-' ::'D”.
0 Kotabumi Utara 17.619 6.43% 8
10 Kotabumi Selatan 10.422 3.62% 14
1" Abung Selatan 14,130 6.19% 16
12 AbungSemull 0.068 3.66% 7
13 Blambangan Pagar 10.139 7.02% 7
14 Abung Timur 10.447 3.83% 12
15 Abung Surakarta 11.051 4.05% 9
16 Sungkal Selatan 8.905 3.20% 1
17 Muara Sungkal 11.869 4.35% 1
18 Bunga Mayang 12.576 4.61% 1
19 Sungkal Barat 6.896 2.53% 10
20 Sungkal Jaya 5.220 1.92% 9
21 Sungkal Utara 12,759 4.68% 15
22 Hulu Sungkal 9.263 3.40% 10
23 Sungkal Tengah 11.160 4.09% 8
Total 272,563 100.00 247
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LAMPIRAN VIII
NOMOR
TENTANG

PERATURAN DAERAH KADUPATEN LAMPPUNG UTARA
TAIUN 2024
PERTANGGUNGJAWADAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023
SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR

- S JENIS FIUTANG PIUTANG PIUTANG PIUTANG PIUTANG

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6
1 g:‘e‘:‘hmg“m Pajak dan Retribusi |5,/ ong Pajak 9.488.396.235,02 |  4.503.708.034,00 |  2.583.983.064,54 |  11.408.121.204,48
g:d“"l aptiinan gt Rainml  \lotang Retio 893.526.086,50 94.631.645,00 735.563.665,00 252.594.066,50
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset __|Piutang Lain Lain PAD Yang Syah 4.093.983.521,30 | 1.161.530.310,00 645.093.080,00 4.610.420.751,30
4 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pl:i‘;an’;i Transfer Pemerintah Dacrah | = g, 455 174 95500 | 81.027.772.261,00 | 51.455.174.955,00 |  81.027.772.261,00
5 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset E:g‘::r a":“c‘” Tagihan Penjualan 225.149.000,00 . . 225.149.000,00
6 |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 6.821.304.383,55 - 2.000.000,00 6.819.304.383,55

JUMLAH

72.977.534.181,37

”86.7_87.642.250,00

55.421.814.764,54

104.343.361.666,83

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,
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LAMPIRAN IX
NOMOR
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2023

JUMLAH PENYISIHAN

JUMLAH PIUTANG

NO JENIS PIUTANG JUMLAH PIUTANG BERSIH
1 |Piutang Pajak 11.408.121.204,48 3.856.643.256,86 7.551.477.947,62
2 |Piutang Retribusi 252.594.066,50 158.435.579,73 94.158.486,78
3 |Piutang Lain Lain PAD Yang Syah 4.610.420.751,30 3.308.417.425,36 1.302.003.325,94
4 |Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 81.027.772.261,00 405.138.861,31 80.622.633.399,70
S |Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 225.149.000,00 225.149.000,00 -
6 |Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 6.819.304.383,55 6.819.304.383,55 -

JUMLAH

104.343.361.666,83

14.773.088.506,80

89.570.273.160,03

Pj. BUPATI PUNG UTARA,
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LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG : PERTANGGUNGJAWADBAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO SKPD JUMLAH DANA JUMLAH PENYISIHAN | JUMLAH PIUTANG

BERGULIR DANA BERGULIR BERSIH
1 DINAS SOSIAL 488.841.000,00 488.841.000,00 -
2 DINAS PERTANIAN 1.961.430.000,00 1.961.430.000,00 -
3 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN 36.250.000,00 36.250.000,00 -
4 DINAS PERTANIAN 193.420.000,00 193.420.000,00 -
S DINAS PERIKANAN 87.570.000,00 87.570.000,00 -
6 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 12.498.000,00 12.498.000,00 -
7 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN 383.654.500,00 383.654.500,00 -
Jumlah 3.163.663.500,00 3.163.663.500,00 -
Pj. BUPATI UNG UTARA,

AS ODI

614




KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN X1 < PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

- PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJUA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR
TENTANG

TAHUN ANGGARAN 2023
JUMLAH MODAL JUMLAH MODAL HASIL JUMLAH MODAL JUMIAH SISA
TAHUN NAMA BADAN / DASAR HUKUM BENTUK PENYERTAAN JUMLAH YANG TELAH PENYERTAAAN YANG TELAH SISA MODAL YANG PENYERTAAN YANG DITERIMA MODAL YANG
PENYERTAAN LEMBAGA/ PIMAK KETIGA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH | PENYERTAAN DISERTAKAN MODAL DISERTAKAN BELUM MODAL DAERAH | KEMBALI TAHUN DISERTAKAN
MODAL DAERAH MODAL DAERAH | SAMPAI DENGAN TAHUN INT SAMPAI DENGAN DISERTAKAN (RP) TAHUN INI pa SAMPAI DENGAN
AWAL TAHL'N ANHIR TAHUN INT TAHUN N1
2 3 < 5 6 7 [ G= 7 o B 10 = 6-9 11 12 13 =9-12
200C PT_BANK LAMPUNG Perda Nomor 2 Tahun 201 | | Penyertaan Modal Uan; 7.573.350 000 | 22 135 950 000,00 - | 22 135950 00000 | (14 562 600 000 001 S 650 997 154 29 22 135 950 000 0%
201 PD _BPR SYARIAH KOTABUMI | Perda Nomor shun 201 | | Penyertaan Modal Uan S SO0 000 000 | 45 084 600 (06 1§ -] 45084 600 006 18 | (39 S84 600 006 18| 4 050 127 661,00 | (3 18] 196 S30O 48 465 796 534 S
2007 PD_LAMPURA NIAGA Perda Nomar 2 Tahun 201 | | Penyertaan Modal U SO0 000 000 3018 604 15195 - 3018 604 15] 65 581 395 848 05 3018 604 15) 95
2006 PDAM WAY BUMI Perda Nomar 2 Tahun 201 1| Penyertaan Modal U 6.550 322 362 - - - 6 550.322 362 00
73620 350 658 8|
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KO SEFD SAIDO AWAL PENANEATAN I FENGTRASGAY SAIDQ AXEIR
S2 [DINAS PEMADAW KEBAKARLN DAN PENYELAMATAN | 140 222 00000 | £22000.00 | 182 022 20
S5 |DINAS SUMEEZR DAYA ALAM BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | 28357221237 2263: 3811020001328 | 2S8S32085T S0
60 [DOUAS PERUMANAN EAWASAN PEMUEIMAN, CIPTA ARYA DAN TATA RUANG | 63.692 665.077.83 5.176.000.00 | S3SST AT S
61 |DDNAS PERDAGANGAN DAN DUSTRIAN | 69.933.773.837.0¢ | 30.331.567.00 | £2929 222370 0%
€2 |DDNAS KOPERAS], USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA EERJA 11.710.556.457 89 18340523200 | 11327130008 82
€3 |2ADAN PENGEILOLA KEEUANGAN DAN ASET DASRAH 25.800.057.323.29 50277327200 3S2SSaTsos1e
64 |BADAN PENDAPATAN DAZRAH S5.726.582.500.00 21.133.000.00 | STOS. 7.0
€5 |DINAS PEMBIRDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRAS] 35349 607.000.C3 10.992.000.00 | 353261500003
JUMLAH 4.755.434.068.329,29 | 3.261.301.453.026,92 | 3.095.315.660.916,05 | 4.921.41S.880.482.17
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LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR

TENTANG

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN 2024

: PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nilai Aset Tetap per 31

Mutasi

Nilai Aset Tetap per 31

No Uraian Desember 2022 Tambah Kurang Desember 2023
1 _|Tanah 301.841.994.161,61 301.841.994.161,61
2 |Peralatan dan Mesin 695.434.000.534,39 37.943.474.783,06 | _ 27.493.868.299,00 705.883.607.018,45
3 |Gedung dan Bangunan 1.109.018.967.151,69 23.137.996.661,99 5.150.421.850,00 1.127.006.541.963,68
4 |Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.542.647.699.708,65 124.905.792.760,66 14.230.587.600,00 2.653.322.904.869,31
5 |Aset Tetap Lainnya 101.300.309.453,45 29.039.043.333,01 395.390.000,00 129.943.962.786,46
o §°“s"‘.’k‘°" DOlan 5.191.097.319,50 1.943.972.386,50 3.714.220.065,34 3.420.849.640,66

engerjaan

Jumlah 4.755.434.068.329,29 | 216.970.279.925,22 | 50.984.487.814,34 | 4.921.419.860.440,17

Pj. BUPATI PUNG UTARA,
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¥o SKFD Saldo Awal e Saldo Akhlr
Tambah Kunn‘
62 |DINAS KOPERASI. USAMA KECIL MENENGAH DAN TEXAGA KERJA 163.406.439,00 163.406.439.00
&3 [BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 33 268 090 209.69 33 268 090 209.69
&2 |BADAN PENDAPATAN DAERAM 311 688 000,00 311 688 000 00
65 |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRAS! 10.992.000,00 10.992.000,00
JUMLAN 90.839.623.332,60 | $4.520.863.527,03 | 63.213.317.197,03 | 112.147.169.662,60
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LAMPIRAN XV1 - PERATURAN DACRAH KASUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR
TENTANG

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

TAHUN 202«

PERTANGGUNGUA® ABAN PELACSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BSLANUA DAFRAH TAHUN ANGGARAN 2023

TUJUANR DASAR HUKUM JUMLAH DANA SAL TRANSFER RANSFER SALDO SISA DANA
KO PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN | CADANGAN YANG AW:!? DARI KAS TKAS IS) AERg AKHIR YANG BELUM
DANA CADANGAN | DANA CADANGAN | DIRENCANAKAN DAERAH DICADANGEAN
1 2 3 4 S 6 7 8 9
NIHIL
P). BUPATT PUNG UTARA,

tg”(
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LAMPIRAN XVII | PERATURAN DAERAH KADUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2024
PERTANGOUNGJAWADAN PELAKSANAAN ANGOARAN PENDAPATAN

DAN DELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2023

MUTASI
SALD
No URAIAN ALDO AWAL TAMBAH KU G SALDO AKHIR

1 2 3 4 5 6
Utang Perhitungan Pihak Ketiga

. (PFK) S 5.583.476,00 1.554.631,00 5.583.476,00
Pendapatan Diterima Dimuka 936.438.621,55 1.051.161.871,57 936.438.621,55 1.051.161.871,57
Bagian Lancar Utang Jangka 0.00

Panjang

31.405.317.136,00

31.405.317.136,00

Sl W IN

Utang Belanja

99.659.801.517,07

85.999.118.277,13

60.597.316.732,49

125.061.603.061,71

JUMLAH

100.597.794.769,62

118.461.180.760,70

61.535.309.985,04

157.523.665.545,28

P). BUPATI PUNG UTARA,

tg"‘\
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LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR

TAHUN 2024

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

TASI
No URAIAN SALDO AWAL — CORANG SALDO AKHIR

1 2 3 4 5 6
Kewajiban Kepada Lembaga Keuangan

1 |Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang 4.479.999.999,00 0,00 2.240.000.000,00 2.239.999.999,00
(Kementrian Keuangan)
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-

2 |BUMN-Jangka Menengah (PT. PT. Sarana 121.141.287.939,00 0,00 57.546.857.844,00 63.594.430.095,00
Multi Infrastruktur (Persero))
Jumlah 125.621.287.938,00 0,00 59.786.857.844,00| 65.834.430.094,00

Pj. BUPATI PUNG,
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PEMERINTAH KADUPATEN LAMPUNG UTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

LAMPIRAN XX.1

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2024
: PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BUMD/ Perusah -
aan Dasre | Sumber | S et Lamcar Aset Tdak Lancar | Aset Lainaya Total Aset Kmwaban Jangha | Kawajiban Jengha | yoi Kemejiban Modal Seharn | Tombahan Medal oo Critas Lainys | Laba Ditahan Total Bruitas | Sanam | Kepemiitan Dueran
@ ) Pendek Pasjang diantor b
1 3 0 E) L) ¥ 8- 8447 9 10 11=9+10 12 [E} X [E) [} 17 [} RN
— APROD
Sysnan Pomdn
Kota b . Sehat | 187952687 92600 | 6674 421 730,00 | 2905 264.300,00 | 197 532374236,00 | 57 682 743.199.00 | 104 590 453 542,00 | 162.272.196.742,00 | 12925 000 000,00 4.080 127 661,00 | 14 526.770 690,00 | 7807 906.804.00 | 39 339 303 153.00 | se.71 | 12 300 000 000.00
Permeroda) ™h v,
2023 gl
2008
T B AFBD
Syaran Pamda
| ota brami :M Schat 183 300 960.270,00 TSI 242TTT00 | 4136304 144,00 | 194 994 574 859,00 60 963 555 278,00 | 101.266.242.230,00 | 162.229 797 508,00 | 11 925 000.000,00 | | 000.000 000,00 | 4230 742 079,00 | 12.987 819 025,00 TH52258 326,00 | 32 TES.0TT 35100 | Se 44 | 11 SO0 470 000 00
veredel ™ Hetum
o 2008
:"" 3 371250 648 196.00| 14187 665.507,00| 7041 568 724.00| 9252724909500 | 118.646.298 477,00 | 205456 695 773,00 | 324 502 994 250,00 | 24 850.000 00000 | 1000 000.000.00| 8.310 869 740,00 77 514.089 715.00 | 15 660.165 130,00 | 72 104 382 506,00 24.000.470 000 00
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LAMPIRAN XX.2
NOMOR
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024
| PERTANGGUNGJAWADAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No. BUI;/:‘ Ez{:her'l“l:ha::an Sumber a)| Status b) Pendapatan Beban Laba (Rugi) Kotor Pi:t;ipl?::nh:l Bcb;r;:l:al,uar Laba (R::;)akSebclum
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10

APBD
Pemda

1 g:;::a"ggg;;m U"“t;“rg““g Sehat | 36.288.224.910,00| 26.605.192.085,00| 12.562.419.357,00 | 546.439.160,00 | 351.166.472,00 | 9.683.032.825,00
Tahun
2008

Sub Total (1) 36.288.224.910,00 | 26.605.192.085,00 | _ 12.562.419.357,00 - | 351.166.472,00 | _ 9.683.032.825,00
APBD
Pemda

2 [F7BPRS Kotabumi jlampung | g, 34.922.145.631,00 | 25.303.581.018,00 | 10.768.134.013,00 | 331.703.971,00| 339.502.590,00| 9.618.564.613,00
Perseroda ( 2023) Utara
Tahun
2008

Sub Total (1) 34.922.145.631,00 | 25.303.581.018,00 | __10.768.134.013,00 | 331.703.971,00 | 339.502.590,00 | _ 9.618.564.613,00

Total Seluruh Bidang

71.210.370.541,00

51.908.773.103,00

23.330.553.370,00

331.703.971,00

690.669.062,00

19.301.597.438,00

Pj. BUPATI JAMPUNG UTARA,
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